
SLEMAN (KR) - Kasus

sate beracun yang me-

newaskan Naba Fais

Prasetya (10), menemui ba-

bak baru. Petugas Propam

Polda DIY, sudah memerik-

sa Tomy, untuk memastikan

apakah ada pelanggaran

yang dilakukan oknum ang-

gota Polri tersebut.

”Mister T sedang kita

periksa, keterangannya se-

dang didalami Propam. Jika

nanti terbukti dia melaku-

kan pelanggaran, tentu

akan diambil tindakan te-

gas,” ujar Kabid Humas Polda DIY Kombes

Pol Yuliyanto SIK dalam keterangan per-

snya di Mapolda, Kamis (6/5).

Kabid Humas mengungkap, saat diperik-

sa penyidik, NA mengatakan tidak pernah

melakukan pernikahan siri dengan Tomy.

Begitu juga saat Tomy diminta keterangan

oleh Propam, menyatakan tidak menikahi

NA secara siri. Saat ini, penyidik Bidang

Propam sedang mengumpulkan bukti-bukti

terkait isu nikah siri yang ramai diperbin-

cangkan itu. Jika terbukti, Kabid Humas

memastikan akan ada tin-

dakan tegas dari Polda DIY

terhadap Tomy. 

”Siapapun anggota yang

melakukan pelanggaran di-

siplin atau kode etik, akan

ditindak sesuai prosedur,”

tegasnya.

Keterangan NA dihada-

pan penyidik terkait tidak

pernah menikah siri de-

ngan Tomy, berbeda de-

ngan yang disampaikan

kepada perangkat dusun

tempat wanita tersebut

tinggal. Oleh karena itu,

Polda DIY akan mengkonfrontir, sehingga

bisa diketahui kebenarannya. Terkait

apakah NA mengenal istri Tomy, Kabid

Humas mengakui belum mendapatkan in-

formasi soal itu. 

”Yang jelas saat ini Propam sedang me-

meriksa para pihak, nanti dicari unsur pa-

sal mana yang dilanggar. Namun, sampai

sekarang saya belum mendapatkan info

pasal yang dilanggar. Soal tugas sehari-

hari T, nanti tanyakan ke Kapolresta,”

ucapnya.         (Ayu)-f

JAKARTA (KR) -

Menteri Dalam Negeri

(Mendagri) Tito Karnavian

telah mengeluarkan Surat

Edaran (SE) Mendagri

Nomor 800/2794/SJ tanggal

4 Mei 2021 yang berisi pem-

batasan jumlah peserta bu-

ka puasa bersama dan

larangan Aparatur Sipil

Negara (ASN) menggelar

gelar griya atau ‘open

house’. Terkait hal itu Wakil

Ketua Komisi II DPR

Luqman Hakim mengapre-

siasi langkah Mendagri me-

ngeluarkan SE tersebut.

”Saya mengapresiasi ke-

bijakan Mendagri tersebut

karena merupakan langkah

antisipasi yang tepat agar

perayaan Hari Raya Idul

Fitri tidak memicu muncul-

nya pusat-pusat penye-

baran Covid-19 di

Indonesia,” kata Luqman di

Jakarta, Kamis (6/5).

Terkait hal itu, politisi

PKB ini meminta kepada

seluruh pemerintah daerah

melaksanakan kebijakan

tersebut dengan sungguh-

sungguh karena menjaga

keselamatan rakyat adalah

tugas utama setiap kepala

daerah. Luqman juga meng-

ingatkan kepala daerah ti-

dak perlu melakukan

manuver aneh-aneh yang

bertentangan dengan kebi-

jakan Mendagri apalagi

menolaknya.

Selain itu, ia minta kepa-

da Mendagri bersama pe-

merintah daerah agar su-

ngguh-sungguh waspada

dan menyiapkan antisipasi

terhadap kemungkinan

membludak-nya tempat-

* Bersambung hal 7 kol 1
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● DALAM peringatan Ha-

ri Kartini 2021, OSIS SMA

Negeri 1 Godean menye-

lenggarakan kegiatan kre-

atif edukatif. Di antaranya

pemilihan Dimas dan Dia-

jeng tingkat sekolah. Ada

dua peserta yang bernama

Dimas dan Diajeng, yakni

Dimas Aditya dan Diajeng

Susanti. Meskipun bukan

pemenang pemilihan mere-

ka tetap berhak dipanggil

Dimas dan Diajeng. (Suhar-

yadi, SMAN 1 Godean Jalan

Sidokarto 5 Godean, Sle-

man)-f

PUBLIK baru saja dikejutkan dengan balada (kisah

yang mengharukan) antara MK dan KPK. Bermula dari

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji

formil perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 terkait UU

No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan

Korupsi (UU KPK). (KR, 4/5/2021). Padahal sejak UU

KPK itu disahkan pada awal tahun 2019 lalu publik meno-

lak UU ini karena diduga kuat akan mengkerdilkan KPK. 

* Bersambung hal 7 kol 1

910 Adit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,000.00 

JUMLAH                  . . . . Rp           100,000.00 

s/d 05  Mei    2021             Rp   470,057,768.00 

s/d 06  Mei    2021             Rp   470,157,768.00 

(Empat ratus tujuh puluh juta seratus lima pu-

luh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupi-

ah)-f

(Siapa menyusul?)

NO NAMA ALAMAT RUPIAH 

MARI kita bershodaqoh dengan niat untuk menolak
wabah virus korona atau Covid-19 untuk diri sendiri mau-
pun orang-orang lain. Shodaqoh Bapak/Ibu para derma-
wan bisa diserahkan secara langsung ke Bagian Keuang-
an KR setiap hari kerja, pukul 09.30-13.30 (hari libur nasi-
onal dan Sabtu-Minggu tutup). Atau transfer ke rekening
BCA 126.556.5656 atas nama BP Kedaulatan Rakyat PT.
(Foto bukti transfer mohon dikirim ke WA 081 2296 0972.

Berikut dermawan yang sudah menyumbang:

PROPAM POLDA DIY PERIKSA TOMY

Di Depan Penyidik NA Bantah Nikah Siri
KEGIATAN KEPALA DAERAH DIBATASI

Imbauan Mendagri Harus Dipatuhi

KR-Surya Adi Lesmana

PEMERIKSAAN DI PERBATASAN: Kendaraan dengan nomor polisi luar DIY diarahkan untuk diperiksa persyaratan per-

jalanannya di depan Kompleks Taman Wisata Candi Prambanan, Sleman, Kamis (6/5). Di Pos Perbatasan DIY-Jateng ini,

banyak kendaraan yang terpaksa diputar balik karena tak memenuhi persyaratan perjalanan. 

YOGYA (KR) - Puluhan ken-

daraan diputar balik petugas di

hari pertama Operasi Ketupat

Progo di wilayah DIY sejak Kamis

(6/5) pukul 00.00 WIB. Dari pan-

tauan di Pos Penyekatan Pram-

banan dan Tempel Sleman, putar

balik dilakukan karena mereka ti-

dak bisa menunjukkan dokumen

di masa larangan mudik, baik

surat keterangan bebas Covid-19

maupun surat perjalanan dinas.

Fokus penyekatan adalah

kendaraan berplat nomor polisi

non-AB atau dari luar DIY.

Pantauan di Pos Tempel, hingga

pukul 11.00 WIB lebih dari 30

kendaraan roda empat dipaksa

putar balik kembali ke arah asal.

”Sedangkan di Pos Penyekatan

Prambanan, dalam waktu 38

menit awal sejak dilakukan pe-

nyekatan, sudah ada tujuh

kendaraan yang kami paksa putar

balik. Ada yang memang ingin

mudik, namun ada juga yang be-

ralasan ingin berwisata dan jalan-

jalan ke Yogya,” jelas Kasat Lantas

Polres Sleman AKP Anang Tri

Novian.

Menurut Anang, sanksi tegas itu

diberikan sesuai instruksi Pe-

merintah Pusat, yakni larangan

mudik 6-17 Mei. Kendaraan yang

bisa melintas, adalah para penge-

mudi yang memiliki surat perja-

lanan dinas dari tempatnya be-

kerja. 

Berdasarkan pantauan lapang-

an, kendaraan yang dipaksa putar

balik berasal dari wilayah Jawa

Tengah, Jawa Timur dan Jakarta.

Selain siaga 24 jam di pos

penyekatan, polisi juga meng-

antisipasi pemudik yang mencari

celah melewati jalan tikus. Me-

nurut Anang, ada beberapa jalur

tikus yang menjadi atensi yakni di

Tempel dan Prambanan. Dengan

rincian, wilayah Tempel terdapat

delapan titik, sedangkan

Prambanan terpantau tiga titik

jalur tikus.

Di jalur tikus itu, petugas mela-

kukan patroli selama 24 jam.

Patroli diperkuat jajaran Polsek

pengampu wilayah, baik oleh petu-

gas berpakaian dinas maupun pre-

man. ”Personel yang melakukan

patroli di setiap jalur alternatif, su-

dah terjadwal dengan harapan ti-

dak ada pemudik yang melewati

celah itu,” ujarnya.

Sebelumnya Anang mengata-

kan, meskipun ada larangan

mudik, namun Polres Sleman juga

mengantisipasi kemacetan. Khu-

susnya di sejumlah tempat wisata

seperti Kaliurang, Tebing Breksi

dan Monjali. Selama Operasi Ke-

tupat Progo 2021, Polres

* Bersambung hal 7 kol 1

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemen-

hub) menggelar Pos Koordinasi (Posko) Terpadu untuk me-

mantau pengendalian transportasi di masa peniadaan

mudik. Pemantauan dilakukan pada masa peniadaan

mudik dan masa pengetatan pascapeniadaan mudik, 6-24

Mei 2021 atau selama 19 hari.

Berbeda dengan penyelenggaraan posko sebelum masa

pandemi yang dilakukan untuk melancarkan pergerakan

angkutan penumpang, posko tahun ini untuk memantau

dan memperkuat tim di lapangan yang tengah melakukan

penyekatan di masa peniadaan mudik.

ÓIni merupakan upaya kami untuk memantau dan men-

gawasi pengendalian transportasi dalam rangka menindak-

lanjuti kebijakan pelarangan pengoperasian transportasi un-

tuk mudik yang berlaku mulai hari ini,Ó ujar Menteri Perhu-

bungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat membuka

Posko Terpadu Pengendalian Transportasi di Masa Mudik

Idul Fitri 1442 H/2021 M, Kamis (6/5).

Menhub mengatakan, Kemenhub sebagai koordinator

pengendalian * Bersambung hal 7 kol 5

381 Pos Penyekatan,
Kendalikan Transportasi

KR-Wahyu Priyanti

Kombes Pol Yuliyanto SIK


